
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negeri Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negera Repuhlik Indonesia Nomor 1820);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a; ...huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati.

c. bahwa untuklebih meningkatkan pendapatan asli daerah
yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah
dibidang pembibitanhortikultura berupa bibit jeruk maka
perlu .ditetapkan tarif bam untuk retribusi produksi
usaha daerah dengan memperhatikan indeks harga dan
dengan melihatperkembangan perekonomian masyarakat;

b. bahwa tarif restribusi jasa usaha .perlu ditetapkan dengan
Peraturari Bupati dengan .memperhatikan indeks harga
. dan melihatperkembangan perekonomian masyarakat;

a. .bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat. dan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peninjauan Tatif: Retribusi Penjualan. Produksi Usaha
Daerah;

BUPATI BARITO KUALA,

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA

PENINJAUANTARIFRETRIBUSIPENJUALAN
PRODUKSIUSAHADAERAH

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR9 TAHUN2023

Mengingat

Menimbang

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vi711S
Disease 2019 (Covid-19) danJatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona virus Disease 2019 (Covid-19)dari/utau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan Zatau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



RETRIBUSIPERATURAN BUPATI TENTANG TARIF
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Menetapkan



NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIFRETRIBUSI

1. Bibit Jeruk Siam Banjar
Dengan ketinggian bibit dari
batas okulasi :
Ukuran 30 - 35 em Pahon 10.250
Ukuran 35 - 40 em Pohon 10.750
Ukuran 40 - 45 em Pohon 11.500
Ukuran 40 - 45 em Pohan 12.250
Ukuran 45 - 50 em Pohon 12.750

Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 besaran tarifnya sebagai berikut :

Pasal4

BABIn
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomiantanpa
melakukan penambahan objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 7).

Pasal3

Bupati menetapkan penmjauan Tarif Retribusi seagaimana diatur dalam
ketentuan Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7

~____ Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7).

Pasa12

BABII
PENETAPANPENINJAUANTARIFRETRIBUSI

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM
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\.-" Diundangkan di Marabahan.
pada tangga116 Maret 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

BABIV
KETENTUAN PENUTUP


